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volume sampah dapat berkurang. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

harusnya melakukan sosialisasi dengan cara yang tepat, sehingga 

masyarakat benar-benar menerapkan apa yang mereka peroleh dan tidak 

lagi membuang sampah melainkan dapat mengelola sampah yang bisa 

menjadi sebua potensi. 

 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya , maka dapat ditarik 

sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah untuk mewujudkan prinsip Good 

Environmental Governance oleh Pemerintah Kabupaten Sleman 

dapat dikatakan belum  sepenuhnya baik karena masih terdapat 

prinsip yang belum terpenuhi. Prinsip yang belum terpenuhi adalah 

kurangnya transparansi terhadap pelanggar ketentuan pengelolaan 

sampah. pemerintah Kabupaten Sleman harusnya memberikan data 

kepada masyarakat umum siapa saja yang telah melakukan 

pelanggaran mengenai pengelolaan sampah. Tujuannya adalah 

supaya masyarakat umum dapat mengetahui bahwa Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor  4 Tahun 2015 benar-benar dilaksanakan 
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dengan baik dan sekaligus memberikan efek jera serta memberikan 

gambaran kepada masyarakat Kabupaten Sleman jika melakukan 

pelanggaran mengenai pengelolaan sampah akan diketahui oleh 

masyarakat umum. Beberapa prinsip sudah dipenuhi, yaitu prinsip 

pemberdayaan masyarakat, desentralisasi, pengakuan atas hak 

masyarakat dan daya penegakan. Semua Prinsip yang sudah dipenuhi 

tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.  

2. Kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan prinsip 

Good Environmental Governance terhadap pengelolaan sampah di 

Kabupaten Sleman adalah mengenai transparani Pemerintah 

Kabupaten Sleman terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

Selain transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga 

terkendala dengan fasilitas pengelolaan sampah khususnya tidak 

memiliki Tempat Pembuangan Akhir sendiri. Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sleman dirasa harus melakukan sosialisasi yang tepat 

kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar akan 

pengelolaan sampah. Kendala lain yang dihadapi Pemerintah 

Kabupaten Sleman adalah minimnya komunikasi antara eksekutif dan 

legislatif dalam pengelolaan sampah. Dengan minimnya komunikasi, 
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dirasa belum dapat mengatasi, memecahkan dan menyelesaikan 

permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.  

 

. 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya mengenai 

pelaksanakan pengelolaan sampah dalam mencapai prinsip Good 

Environmental Governance di Kabupaten Sleman dapat disarankan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Sleman disarankan untuk menambahkan 

fasilitas penunjang pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah di 

Kabupaten Sleman dapat berjalan sebaik mungkin sehingga 

permasalahan sampah di Kabupaten Sleman dapat teratasi. 

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman disarankan untuk lebih 

sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh 

masyarakat Kabupaten Sleman lebih peduli terhadap lingkungan 

khusunya dalam bidang pengelolaan sampah. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman disarankan untuk selalu 

melakukan pembaharuan data lapangan mengenai pengelolaan 

sampah. Data tersebut dapat berisi tentang pelanggar ketentuan 

pengelolaan sampah, capaian Pemerintah Kabupaten Sleman dalam 

hal pengelolaan sampah, dan  target tahunan yang dimiliki 

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sampah, supaya 
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terdapat transparansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 

dalam hal pengelolaan sampah. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman beserta Dprd Kabupaten 

Sleman disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi antar 

kedua belah pihak mengenai permasalahan pengelolaan sampah, 

agar permasalahan pengelolaan sampah dapat dipecahkan, diatasi 

dan diselesaikan dengan baik. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran. Data TPS 3R Kabupaten Sleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Data DLH Kabupaten Sleman 2021 
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Lampiran 2. Dokumentasi wawancara  
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Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara 
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